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masyarakatnya, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar adanya perbuatan
pidana yang telah membawa korban jangan membawa korban tambahan yang
disebabkan kesalahan dalam penyidikan peristiwa pidana tersebut, atau mungkin
tidak ada kejahatan yang oleh karena penyidikan yang tidak hati-hati menyebabkan
orang yang tidak bersalah dihukum oleh pengadilan. Berbicara mengenai Hukum
Pidana berarti tidak dapat dilepaskan dari permasalahan pokok dalam hukum
Pidana itu sendiri. Semua permasalahan tersebut memiliki hubungan sebab akibat
yang apabila tidak dipenuhi salah satunya maka tidak akan ditemukan suatu
keadilan hukum. Untuk dapat diadakan suatu pemidanaan, selain ia telah terbukti
melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, masih diperlukan
adanya syarat, yaitu orang yang melakukan tindak pidana itu harus mempunyai
kesalahan.

Pembebanan unsur atau syarat kesalahan dalam pemberian pidana
(pemidanaan) berarti ada pengakuan atas berlakunya “asas pidana tanpa
kesalahan (geen straf zonder schuld)”. Asas ini merupakan asas yang fundamental
dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Tidak
dicantumkannya asas kesalahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) Indonesia, bukan berarti asas tersebut tidak diakui dalam proses peradilan.

Secara yuridis, meski tidak secara eksplisit, pengakuan asas kesalahan ini
sudah tertuang pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA . .
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2. Fungsi dan kegunaan rekonstruksi dalam perkara pidana menurut undang-
undang adalah pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik selama
dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari
suatu peristiwa pidana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP.

3. Peranan Kepolisian dala&n pelaksanaan rekonstruksi dalam perkara tindak
pidana pencurian dengan kekerasan adalah bahwa saat pelaksanaan
rekonstruksi harus diusahakan agar perbuatan pidana dapat d&onsﬁuksir secara
tepat sebagaimana diduga, dengan demikian rekonstruksi itu diharapkan sama
dengan kejadian sebenarnyé sehingga .akan‘memudah pihak kepolisian untuk

menyelesaikan perkara pidana tersebut.

E. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan‘skripsi ini
adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas
Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum
dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.

2. Sebagai bentuk sumbangsih kepédulian penulis terhadap perkembangan hukum
pidana secara khususnya dalam hal pelaksanaan penyidikan berupa rekonstruksi.

3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya tujuan dan

keberadaan rekonstruksi itu sendiri.
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BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPOLISIAN
Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang : Pengertian Kepolisian, Polri
Sebagai Penyidik Dalam Perkara Pidana dan Syarat-Syarat Menjadi
Penyidik serta Tugas Dan Wewenang Kepolisian,

BABIII. TINJAUAN TENTANG REKONTRUKSI DALAM PERKARA
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang : Sejarah Singkat Rekonstruksi
serta Pengertiannya, Fungsi Dan Kegunaan Rekonstruksi, Dasar Hukum
Rekonstruksi seta Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

BAB IV. PERANAN KEPOLISIAN DALAM PELAKSANAAN
REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN
Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang : Latar Belakang
Pelaksanaan Rekonstruksi Perkara Pidana Di Polsek Patumbak, Peran
Polri Dalam Rekonstruksi Untuk Membantu Proses Penyidikan Dari
Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Upaya Untuk Mengatasi
Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, Wawancara dan
Data Statistik Tentang Tindak Pidana di Polsek Patumbak Serta Kasus
Dan Tanggapan Kasus.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

UNIVERSITAS MEB%I%HAIEE% yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan
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merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara.
Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu
Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah

dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Polri Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana

Sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2
KUHAP, merumuskan pengertian penyi'dvikan yang menyatakan, penyidik adalah
pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus
oleh undang-undang. Sedang penyidikan berarti serangkaian tindakan yang
dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang
untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau
menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya
atau pelaku tindak pidananya.

Pada tindakan peﬁyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari
“ dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak
pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari
serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi
terang, serta tidak ada perbedaan makna keduanya. Hanya bersifat gradual saja.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan
pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Namun demikian, ditinjau dari beberapa segi,
terdapat perbedaan antara kedua tindakan tersebut :
Menurut KUHAP yang dimaksud dengan penyidik adalah pasal 1 butir 1
menyebuékan : “ penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau
pejabat pegawai  negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang-undang untuk melakukan penyidikan “. |
Kemudian, pasal 6 ayat (1) penyidik adalah :
1. Pejabat polisi negara R'epublik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang—ﬁndang.

Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “ Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam
ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah .
Dalam penjelasan dari pasal 6 ayat (2) KUHAP, disebutkan juga bahwa
“ Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah
diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut
umﬁm dan hakim peradilan umum “.

Mengenai kepangkatan penyidik ini oleh Peraturan Pemerintah No. 27
Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, diterangkan :
Pasal 2 ayat (1) :

UNIVERSITAS MEDAN AREA , _
T ulfgfb%‘ééﬁ‘gt.uké‘;fr{gm negara Republik Indonesia tertentu yang.sekurang-desrangnya
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penyidik, maka berikut yang akan dibicarakan adalah pengertian dari penyidikan
itu. Yang dimaksud dengan penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik
dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 butir 2 KUHAP).

Dari rumusan pengertian penyidikan tersebut, maka dapatlah dimengerti
bahwa tujuan daripada penyidikan itu demikian luasnya, yakni harus mampu
mengumpulkan bukti-bukti, menerangkan peristiwa pidana tentang apa yang telah
terjadi serta harus dapat menemukan tersangkanya.

Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka

dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil.

C. Syarat-Syarat Menjadi Penyidik

Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan
di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan
sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syrat-syarat
tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya
kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya
pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran

bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat
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kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian. Demikian juga penyidik, haruslah
orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan,
baik dalam segi teknik maupun taktis, serta orang-orang yang mempunyai dedikasi
dan disiplin yang tinggi, karena di dalam pelaksanaan penyidikan ini adakalanya
penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti pénangkapan, penahanan dan
lain-lain. Dimana apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah
terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan
penyidikan terhadap dirinya, walaupun prinsip ur}dang-undang itu  sendiri
menjunjung hak asasi manusia.

Namun demikian terlepas daripada kelayakan dan keharusan yang harus
dimiliki oleh setiap penyidik, maka di dalam situasi dan kondisi yang tertentu,
sesuai dengan letak geografis daripada Indonesia dan serta masih kurangnya
tenaga, terutama tenaga ahli khususnya di dalam penyidikan pada dinas kepolisian
negara Republik Indonesia, maka oleh undang-undang diberikan kesempatan untuk
mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari

pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara.

D. Tugas dan Wewénang Kepolisian
Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa

tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 y

UNIVEI}%%%NEME%Iegara Republik Indonesia dan di dajam ~whdang-Undang
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Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya
diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam
kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :
Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun
2002). |
Pasal 13
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Menegakkan hukum dan,
¢. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Selanjutnya dalam Pasal -14 dikatakan :
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
Kepolisian Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap
. kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,
dan kelancaran lalu lintas di jalan,
“¢c. Membina masyarakat unuk meningkatkan partisipasi masyarakat
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap
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‘leinelinara ketertiban dan menjamin keamanan umum

‘eintuan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap
spolizian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk
pengaranan swakarsa,

Melakvkan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan,
Menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas
ke\polisian, )

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak azasi
manusia,

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentinganya

dalam lingkup tugas kepolisian, serta

Melaksanakan tugas lain sesvai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf £

tur lebih lan E\ut dengan Peraturan Pemerintah.
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masyaracec  sasgat menentukan  efektif tidaknya pelaksanaan tugas-tugas
keoolision, Tetayi nyatanya masyarakat secara secara aperiori sudah memberikan
nilai vong oucany baik khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

#d= duaz hambatan besar dihubungkan dengan peranan Polri dalam
meniziankan wewenangnya sebagai penyidik yaitu perilaku polisi dan kebudayaan
yang tuibuh di tengah masyarakat memandang terhadap polisi. Terlepas dart
rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri kita, mandat
(tugas) yang dibebankan kepada polisi sejak kelahirannya adalah menegakkan
hukum dan memelihara keamanan dan ketertiban.

Hambatan dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak hanya
memberikan bantuian atau melayani (support atau service) yang menyenangkan
kepada pencari keadilan tetapi juga dalam keadaan tertentu polisi selaku penyidik
mengambil tindakan korektir yang menyakitkan. Control dan support merupakan
dua karakter fungsi kepolisian. Di lain pihak, polisi selaku penyidik tidak mungkin
berhasil menjalankan tugasnya tanpa adanya dukungan masyarakat. Hambatan
lainnya adalah dukungan akan datang jika polisi tersebut disenangi oleh
masyarakat (dipercayai belum tentu disenangi).

Hasil temman Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian UGM tahun 1999
dalam penelitiannya di enam Polda mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tinggi rasa tidak aman masyarakat,

UNIVERSITAS MED&N®rRR polisi dipersepsi oleh masyarakat justru mempersulit,
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peralatan dan biaya operasional yang tidak memadai.

3 ardasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, di
v szeare organisatoris Polrl kurang efektif dalam menjalankan misinya,
indivil anpgota Polri masih menunjukkan perilaju-perilaku negatif dalam
perabenan layanan-layanan yang daﬁat dikelompckkan sebagai berikut :
1. rooyalabgunaan kekuasaan (abuse of power).
a. Penazgunaan kekerasan yang melampaui wewenang,
o, Penuntutan imbalan materi uang, seperti pemelasan pungli dan denda

damal.

[§%]

Kuslitas penyajian layanan (quality of service delivery).

a. Tercela dari sudut moral (ﬁukum) seperti diskriminasi, membiarkan
permintaan layanan/pertolongan atau penegakan hukum tanpa alasan yang
tepsat, dxskrem yang melampaui batas dan mengulur-ulur waktu,

b. Patut disesalkan dari sudut etika Seperti arogan, tidak sopan, lamban dan
tidak memperlakukan orang lanjut usia, anak-anak dan wanita secara patur.
Melihat hambatan di atas dapat dilihat begitu kompleksnya kedudukan

polisi dalam suatu sistem penyidikan, sehingga kekomplekan tersebut akan

mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari polisi yang melakukan tugasnya.

Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
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al 14 ¢
amrene Ko menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan
i bideng proses pidana. Kepolisian Negara republik Indonesia berwenang

a. Melahdian penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Melarzing setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara
untuk kepentingan penyidikan.

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka
penyidikan.

d. Menywzuuh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa
tanda pengenal diri.

e. Melakukian pemeriksaan dan penyitaan surat.

. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau sakst.

o. Mendataangkan orang ahii yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemertk saan perkara.

h. Mengadiakan penghentian penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j- Mermgajukan permintaan  secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam
keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang
disangk a melakukan tindak pidana.
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o1 serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan
eprda penuntut umum.
]

ooddakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

syt

g 5 T,
K ‘,‘-.54

s nakok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

Lo At els ketertiban dan keamanan umum

2. Aspele palindungan  terthadap  perorangan  dan  masyarakat  (dari
gangguan/perbuatan melanggar  hukum/kejahatan  dari  penyakit-penyakit
masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek
pslayanan masyarakat dengan_me;nber_ikzm perlindungan dan peﬁolongan.

3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga
masyarakat.

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang
penyelidikan dan penyidikan.

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi

rakyat dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di

bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma

keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan Kesusilaan. Beban tugas yang

demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana
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;,/"m;”ff,;i;.:'lya senazal penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian
dalam menin/amkan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan
v balll sebagal penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk
mengembockus kedua tugas / peran -ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai
Freveriion of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah

44

Service orienied task *“ dan Law enforcement duties “.
Perihal cholisiaﬁ dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam
Undanz-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adc;.lah segala
hal-ikhvwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan
perundang-undangan.
Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan

bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali

terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.
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BAB III
L UAN TENTANG REKONSTRUKSI DALAM PERKARA PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A, Ze o o 8ingkat Rekontruksi Serta Pengertiannya.

Feleonstrukst pidana yang kemudian akrab disebut sebagai adegan rekonstruksi
kejahatar merupakan wilayah baru dalam studi hukum pidana yang kemudian menjadi
popuier peda tahun 1990 an. Rekonstruksi melibatkan penggunaan metode ilmiah,
penala » logis, sumber informasi pada orang, kriminologi dan viktimologi serta
pengalaan atau keterampilan untuk menafsirkan suatu peristiwa pidana.

Ickonstruksi pada mulanya dikenal di negara anglo saxon yang kemudian diikuti
oleh negara-negara lainnya. Rekonstruksi perkara pidana di negara anglo saxon berbeda
pengertiannya dengan pemeragaan suatu perbuatan pidana. Perbedaan tersebut terlihat
pada proses pelaksanaannya, pemeragaan perbuatan pidana umumnya dilaksanakan
didepan sidang pengadilan dengan disaksikan oleh juri, hakim, pengacara tersangka dan
pthak penuntut sedangkan rekonstruksi perkara pidana dilaksanakan oleh pihak kepolisian
dapat juga dilakukan oleh detektif dengan langsung melakukan reka ulang di tempat
kejadian perkara pidana.

'Di Indonesia sendiri rekonstruksi perkara pidana juga lahir melalui praktek yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini pihak penyidik. Rekonstruksi adalah -
suatu tehknik yang diterapkan pada tingkat penyidikan suatu kasus guna menilai
kebenaran keterangan yang telah diperoleh dari tersangka dan saksi-saksi.
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Di dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara
pidonn adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebentran mnateril, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana
denzara menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan
untu’ mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna
menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang
vang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Jztam rangka mencari dan mendapatkan kebenaran yang demikian itu, hukum
acara pidana memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dan
pihak-pihak atau orang-orang lain yang terlibat di dalamnya apabila ada dugaan bahwa
hukum pidana dilanggar. Oleh karena itu secara keseluruhan fungsi acara pidana adalah
sebagai berikut:

1. Cara bagaimana negara melalui alat-alat kekvasaannya menentukan kebenaran tentang
terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana.

2. Usaha-usaha yang dijalankan untuk mencari si pelanggar hukum tadi.

3. Tindakan-tindakan yang dijalankan untuk menangkap si pelanggar hukum itu dan jika
perlu untuk menahannya.

4. Usaha-usaha menyerahkan alat-alat bukti yang dikumpulkan dalam hal mencari
kebenaran tersebut di atas kepada hakim dan selanjutnya mengajukan si pelanggar

hukum ke depan sidang pengadilan.

UNIVERéITESﬁII‘\%]Eﬁ%N%ﬁ%Rakim menjalankan pemeriksaan terhadap terdakwa di muka sidang
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yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan mengeluarkan surat panggilan yang sah
terlebih dehuiu. Lebih lanjut Pasal 117 KUHAP menyatakan bahwa keterangan tersangka
wepo I penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk
apa pun. iarmun, mengenai tindakan apa saja yang dilakukan penyidik selama proses
pemeriksaan berlangsung memang tidak ada diatur secara terperinci di dalam KUHAP,
terroasuk tehnik pemeriksaan yang dilakukan oleh pthak penyidik.
Pengaturan rekenstruksi perkara pidana yang diliakukan dalam proses penyidikan
dalarn KUHAP selanjutnya dijabarkan melalui Pasal 75 ayat 1 huruf a huruf h, huraf k,
ayat 2 dan ayat 3 yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara
yang dapat digunakan oleh penyidgik untuk melakukan rekonstruksi, yang berbunyi:
Pasal 75 (1). Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang ;
a. Pemeriksaan tersangka.
b. Pemeriksaan saksi.
c. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
Dalam hal ini pelaksanaan tindakan lain tersebut dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k
KUHAP di atas adalah termasuk rekonstruksi yang digelar oleh pihak penyidik.
Pasal 75 (2). Berita acara dibuat pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan
tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan (3). Berita acara tersebut
selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua
pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1) Pelaksanaan rekonstruksi
tersebut disamping harus dilakukan di tempat kejadian perkara (TKP), atas
UNIVERStHAKsMEDWNaAdipatkan berita acara seperti yang dimaksud pada Pasal 75 ayat 2 dan
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fetokop! adegan yang dilakukan selama rekonstruksi berlangsung. Foto-foto tersebut
merugakan kelerglkapan yang tidak dapat dipisahkan dari berita acara rekonstruksi
perkam pidana temebut.

iieskipun diemikian, pelaksanaan rekonstruksi yang dilakukan oleh pihak penyidik
selainn dilaksanakan guna mencari dan mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya dari
suatu peristiwa pidiana, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dengan KUHAP, hal ini
mengingat tujuan akan hukum acara pidana yang terdapat dalam pedoman pelaksanaan

KUHAP seperti yamg telah dijelaskan sebelumnya

*D. Tindak Pidara Pencurian Dengan Kekerasan.
Dalam Pasail 365 KUHP, dijelaskan bahwa :

1. Tindak pidana pencurian yang didahuli, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan
diancam hukumran penjara selama-lamanya Sembilan tahun, dengan maksud akan
memudahkan atan menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada
kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu
akan melarikan diiri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup didalam kamar,

kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orangbukan kepada

o

arang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu
dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan

jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut

UNIVERSIT};@%}EM%KMMKM diri atau supaya barang yang dicuri itu tetapditangannya.
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Seorang pencwri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan
(reruenk) itu tidak dikenakan pada orang.
2.0 oo penjaca dijatuhkan selama-lamanya dua belas tahun.

a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau

rekoiangan yamg tertutup, yang ada rumahnya atan dijalan umum atan didalam

kerzta api atau didalam trem yang sedang berjalan.

b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

¢. Jika sitersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu  dengan  jalan
membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu
atau pakaian jabatan palsu.

d.Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.

Lo

. Hukuman penjara selama - lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan
itu ada orang mati.

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-

lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat

luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama - sama atau lebih dan disertai

pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor ! dan nomor 3.
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